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BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2020

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun

Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020, yang menyebutkan

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten

sebagai landasan operasional pelaksanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan

Bupati Pidie Jaya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun

Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3569);
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2. UndangJV
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3.
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5.

6.

7.

8.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4683);

10. Undang.
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10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5568);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, yang terakhir Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan.



16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272 );

19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533 );

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5717);

21. Peraturan



21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5694);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

24. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama Milik Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 33);

26. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan.



I 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun

2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020
Tentang pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus

Fisik Tahun Anggaran 2020;

32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.7/2020

Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana

Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Tambahan Gelombang IIITahun Anggaran 2020;

33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2020 tentang

Penetapan dan Penyaluran Belanja dan Bantuan

Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota se Aceh Untuk Antisipasi dan

Penanganan Dampak Penularan Corona Virus Disease

2019 Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun

2020 Nomor 39);

34. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya

Tahun 2008 Nomor 4);

35. Qanun..



35. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie

Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4), sebagaimana telah

diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten

Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya

(Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020

Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya

Nomor 5);

36. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2020

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran

Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2020

semula berjumlah Rp 1.114.566.022.205,00 berkurang sejumlah Rp

(37.261.496.604,20) sehingga menjadi Rp 1.077.304.525.600,80 dengan rincian

sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula

b. Bertambah/ (berkurang)

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp 1.114.536.855.703,00

Rp (140.882.552.672,00)

Rp 973.654.303.031,00

2. Belanja

a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan

Rp 1.114.566.022.205,00

Rp (37.261.496.604,20)

Rp 1.077.304.525.600,80

Rp (103.650.222.569,80)

I
3. Pembiayaan..



3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula

2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

b. Pengeluaran

1) Semula

2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan

Rp 1.029.166.502,00

Rp 103.621.056.067,80

Rp 104.650.222.569,80

Rp 1.000.000.000,00

Rp_0,00

Rp 1.000.000.000,00

Rp 103.650.222.569,80

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Perubahan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih

lanjut pada Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 21 Oktober 2020 M

4 Rabiul Awwal 1442 H

ATI PIDIE JAY

AIYUB BIN ABBAS

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 2 1 Oktober 2020 M

4 Rabiul Awwal 1442 H

t-
Pit. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PIDIE JAYA,

JAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2020 NOMOR 39


